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ABSTRAKSI
Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu Pajak yang masuk dalam kebijakan Earmarking Tax dimana besaran alokasinya yaitu minimal 10% dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan digunakan untuk pendanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan serta peningkatan moda dan sarana transportasi. Ketentuan ini dijelaskan dalam Undang- undang No. 28 Tahun 2009. Di Provinsi Banten ketentuan ini dijabarkan dalam Peraturan Daerah Banten Nomor 1 Tahun 2011. Walaupun sudah ditentukan sebesar 10%, namun permasalahan kerusakan jalan masih cukup banyak di beberapa tempat akibat dari banyaknya kendaraan bermotor pengguna jalan yang dapat memicu kecelakaan maupun kemacetan. Permasalahan yang terjadi akibat dari kondisi jalan yang kurang baik menimbulkan sebuah persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan alokasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam peruntukannya untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan deskripif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi 10% PKB belum dapat diterapkan sepenuhnya untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Provinsi Banten. Mengingat, terdapat beberapa persoalan terkait dengan penerapan kebijakan tersebut.

Kata kunci : Earmarking Tax

ABSTRACT
Motor Vehicle Tax is one of the taxes included in the Earmarking Tax policy where the amount of allocation is at least 10% of the proceeds of motor vehicle tax receipts and is used for the construction of transportation infrastructure. This provision is explained in Law No. 28 of 2009. In Banten Province this provision is described in Banten Regional Regulation No. 1 of 2011. Even though it has been set at minimum of 10%, but the problem of road damage is still a lot in some places, due to many vehicles on the highway, which can make accidents and congestion. The Problems that occur due to unfavorable road conditions make a public perception of public services provided by the government. The purpose of this study is to analyze the application of Motor Vehicle Tax allocation in its designation for the construction of transportation facilities and infrastructure in Banten Province. The research method used is a qualitative method descriptive approach. The results of this study indicate that the allocation of 10% PKB cannot yet be fully implemented for the construction and maintenance of road infrastructure in Banten Province. Considering, there are several problems related to the implementation of the policy.
Keywords: Earmarking Tax
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.
Seperti yang diketahui bawah Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara akan sulit untuk dilaksanakan.
Agar tidak terjadinya ketimpangan pembangunan di Indonesia, maka lahirlah Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan telah diubah oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan dan telah diubah   oleh   Undang-undang   Nomor   33   tahun   2004   tentang perimbangan Keuangan antara (Pemerintah) Pusat dan Daerah telah menggeser Penyelenggaraan Pemerintahan dari titik yang sangat dekat dengan sentralisasi ke titik yang sangat dekat dengan desentralisasi.
Dalam otonomi daerah ini, pemerintah daerah diberikan wewenang penuh dalam membuat kebijakan dari sisi penerimaan daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan APBD yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat diketahui bahwa penerimaan dari Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan dari sektor Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pemungutan Pajak Daerah untuk mengoptimalkan potensi Pajak Daerah yang ada di wilayahnya guna meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.
Dalam teori kebijakan publik, efisiensi penggunaan anggaran bagi  pemerintah  adalah  hal  yang  penting.  Salah  satu  kebijakan pemerintah untuk mencapai efisiensi anggaran pemerintah menurut ekonom yaitu melalui earmarking tax (pengalokasian anggaran), yaitu kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran yang sumber penerimaan maupun program pengeluarannya akan secara spesifik ditentukan peruntukannya.
Didalam UU No. 28 Tahun 2009 ini disebutkan terdapat 3 jenis pajak daerah yang wajib dialokasikan (di-earmark). Ketiga jenis pajak tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Penerangan Jalan. Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, dan untuk Pajak Penerangan Jalan sebagian dialoksikan untuk membiayai penerangan jalan (penjelasan umum UU No. 28 Tahun 2009).
Salah satu jenis pajak daerah yang sering menjadi sorotan adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki potensi  yang semakin meningkat, seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer. 
Di Provinsi Banten penerimaan pajak kendaraan bermotor cukup besar. Berikut ini adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten tahun 2015-2017 :
Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2017

	Tahun
	Target
	Realisasi
	Persentase

	2015
	1.624.948.077.000
	1.636.736.421.450
	100,73%

	2016
	1.879.369.000.000
	1.869.287.898.081
	99,66%

	2017
	2.051.000.000.000
	2.115.768.719.700
	103,16%


Sumber : Badan Pendapatan Daerah (data diolah penulis)
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terus meningkat dari tahun 2015-2017, bahkan pada tahun 2015 dan 2017, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor melebihi target yang telah ditetapkan. Juga pada tahun 2016, walaupun realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target, namun penerimaan tidak pula jauh dari target yang ditetapkan, terlihat hanya kurang 0,34 % saja. Hal ini dapat diartikan bahwa, kondisi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2015-2017 dalam kondisi sangat baik.
Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2011, diatur pungutan pajak kendaraan bermotor minimal 10% (Dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi dan Kabupaten/Kota) dialokasikan untuk pendanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi solusi pendanaan dengan lebih spesifik peruntukannya.
Pembagian hasil atas Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang                       No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Provinsi Banten                              Nomor 1 tahun 2011 yaitu untuk Provinsi sebesar 70% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 30%. Berikut adalah tabel pembagian hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten :
Tabel I.2
Pembagian dana Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2017
	
Tahun
	Realisasi
Pendapatan PKB
	Provinsi
(70%)
	Kab./Kota
(30%)

	2015
	1.636.736.421.450
	1.145.715.495.015
	491.020.926.435

	2016
	1.869.287.898.081
	1.308.501.528.657
	560.786.369.424

	2017
	2.115.768.719.700
	1.481.038.103.790
	634.730.615.910









Sumber : Badan Pendapatan Daerah (data diolah peneliti)
Tabel I.3
Kondisi Jalan Provinsi Banten Tahun 2015-2017
	
Tahun
	      Kondisi Jalan (Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di
Prov. Banten (km))

	
	Sedang
	Rusak
	Rusak Berat

	2015
	194,32
	60,31
	213,47

	2016
	170,69
	75,58
	83,62

	2017
	211,98
	45,64
	23,01


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Statistik (data diolah Peneliti)
Dari tabel I.3 diatas bahwa pada tahun 2015, dari 852,89 km jalan Provinsi di Provinsi Banten, sepanjang 194,32 km dalam kondisi sedang, 60,31 dalam kondisi rusak dan 213,47 km dalam kondisi rusak berat. Lalu pada tahun 2016, dari 762,03 km jalan provinsi di Provinsi Banten, sepanjang 170,69 km dalam kondisi sedang, 75,58 km dalam kondisi rusak dan 83,62 km dalam kondisi rusak berat. Kemudian di tahun 2017, dari 762,03 km jalan di Provinsi Banten, sepanjang 211,98 km dalam kondisi sedang, 45,64 dalam kondisi rusak dan 83,62 km dalam kondisi rusak berat.
Fenomena yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah bahwa permasalahan kerusakan jalan di Provinsi Banten masih cukup banyak di beberapa tempat akibat dari banyaknya kendaraan bermotor pengguna jalan, terlebih banyak truk-truk berat pengangkut barang logistik dan berbagai macam barang lainnya dari pelabuhan Merak yang melintas. Hal ini menjadi salah satu penyebab jalan rusak, seperti jalan yang berlubang di berbagai titik, lapisan permukaan jalan yang kasar, dan permukaan jalan yang bergelombang, sehingga dapat memicu kecelakaan maupun kemacetan. Hal ini mengakibatkan terganggunya masyarakat dalam kenyamanan berkendara.
Permasalahan yang terjadi akibat dari kondisi jalan yang kurang baik menimbulkan sebuah persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Dari fenomena tersebut penulis mengangkat  judul  “Analisis  Penerapan  Earmarking  Tax  atas  Pajak kendaraan Bermotor Ditinjau dari Asas Kemanfaatan (Benefit Principle) pada Pemeliharaan Jalan di Provinsi Banten Tahun 2015- 2017”
B. Ruang Lingkup Penelitian
Untuk membatasi masalah yang ada karena dianggap terlalu luas serta terbatasnya kemampuan dan waktu yang dimiliki Penulis, maka Penulis hanya fokus membahas mengenai penerapan earmarking tax atas Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari asas kemanfaatan (Benefit Principle) pada pemeliharaan jalan di Provinsi Banten Tahun 2015-2017.
C. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana penerapan earmarking tax atas Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari asas kemanfaatan (Benefit Principle) pada pemeliharaan jalan di Provinsi Banten Tahun 2015-2017?
2. Entitas apa saja yang menjadi penghambat penerapan earmarking tax atas Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari asas kemanfaatan (Benefit Principle) pada pemeliharaan jalan  di  Provinsi  Banten Tahun 2015-2017?
3. Entitas apa saja yang menjadi pendukung penerapan earmarking tax atas Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari asas kemanfaatan (Benefit Principle) pada pemeliharaan jalan di Provinsi Banten Tahun 2015-2017?
D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk menganalisis penerapan earmarking tax atas Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari asas kemanfaatan (Benefit Principle) pada pemeliharaan jalan di Provinsi Banten Tahun 2015- 2017.
2. Untuk menganalisis entitas penghambat yang mempengaruhi penerapan earmarking tax atas Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari asas kemanfaatan (Benefit Principle) pada pemeliharaan jalan di Provinsi Banten Tahun 2015-2017.
3. Untuk menganalisis entitas pendorong yang mempengaruhi penerapan earmarking tax atas Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari asas kemanfaatan (Benefit Principle) pada pemeliharaan jalan di Provinsi Banten Tahun 2015-2017.
E. Manfaat Penelitian
Melalui  penilaian  ini  diharapkan  menghasilkan  sesuatu  yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat, dan maupun bagipihak-pihak  yang  terkait  dengan  masalah	yang  diteliti,  adapun manfaat dari peneliti antara lain :
1. Bagi Akademis
Dengan hasil penelitian ini, penulis dapat memperoleh pengetahuan lebih dalam tentang pajak daerah terutama mengenai pengalokasian anggaran (earmarking tax) atas Pajak Kendaraan Bermotor sebagai upaya pemeliharaan jalan di Provinsi Banten. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi, referensi dan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai Earmarking Tax
2. Bagi Praktis
Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, pengenalan, pengalaman dan pemahaman terhadap permasalahan- permasalahan yang tengah di bahas dan faktor-faktor yang meliputinya.
3. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pengambil  keputusan dalam menerapkan kebijakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah khususnya mengenai earmarking tax.
BAB II KAJIAN LITERATUR
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap penelitian karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebelumnya dan dijadikan  sebagai bahan kajian ilmiah selanjutnya dengan memiliki permasalahan yang sama atau hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka dari lima hasil penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :
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	Hasil	penelitian	tersebut	yaitu	bahwa kebijakan earmaking tax pada Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara belum dapat diterapkan sepenuhnya untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan hal ini karena Pemerintah Sulawesi Utara belum memiliki sistem pembukuan dalam hal pembagian atau pengalokasian penerimaan PKB untuk pengeluaran tertentu, sehingga pengalokasian dana pajak tersebut untuk pembangunaan dan pemeliharaan jalan tidak terlihat dengan jelas. Selain itu, dapat dikatakan bahwa
 kebijakan earmarking tax pada Pajak Kendaraan Bermotor ini tidak dapat menutupi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan jalan di Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan besarnya presentase belanja untuk pebiayaan tersebut dengan presentase alokasi dana PKB yang hanya sebesar 10% saja, sehingga dana ini hanya dijadikan sebagai jaminan untuk ketersediaan dana.
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Penelitian
	Kebijakan	Earmarking	Tax atas Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten  XXX, belum dapat diterapkan sepenuhnya terhadap biaya pemeliharaan jalan di Kabupaten XXX. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kebijakan earmarking tax atas Pajak Kendaraan Bermotor ini tidak dapat menutupi kebutuhan pembiayaan pemeliharaan jalan di Kabupaten XXX. Hal ini dikarenakan besaran persentase dari penerimaan ini yang akan alokasikan untuk pemeliharaan jalan hanya sebesar 10%, sehingga dana ini hanya bersifat membantu.
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	http://eng.unila.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/RT242.pdf
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Penelitian
	Metode Kualitatif Deskriptif
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Hasil
Peelitian
	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Model pembiayaan pemeliharaan jalan yang berbasis pulau atau regional memiliki fleksibilitas yang paling tinggi untuk dapat tercapainya standar pelayanan yang baik untuk suatu jaringan didalam suatu pulau, namun diperlukan sistem data untuk semua ruas jalan yang terdapat dalam pulau atau regional. Seluruh data tersebut haruslah terintegrasi dengan baik dari pengelola  jalan  eksisting  ke  badan  pengelola  dana pemeliharaan jalan. Data ini dibutuhkan oleh Badan Pengelola Dana Pemeliharaan Jalan untuk membuat perencanaan kebutuhan dan pengalokasian dana pemeliharaan jalan diawal tahun fiskal. Semakin besar cakupan wilayah tugas Badan Pengelola Badan Pemelihara Jalan maka akan semakin rumit untuk membuat rumusan pengalokasian dananya. Konflik kepentingan antar wilayah administrasi yang terdapat dalam satu pulau atau regional kemungkinan akan sering muncul, hal yang menjadi penyebab salah satunya adalah akibat sistem data yang tak baik.




Penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada penerapan earmarking tax pada Pajak Kendaraan Bermotor sebagai upaya pemeliharaan jalan. Kesamaan yang dimiliki penulis dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang earmarking tax atas Pajak Kendaraan Bermotor sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan perbedaan penelitian dari penulis dan peneliti terdahulu yaitu pada lokasi dan waktu penelitian yang sekaligus membedakan kasus/fenomena yang terjadi di masing-masing tempat penelitian.
Dari keempat jurnal diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan earmarking tax atas pajak kendaraan bermotor masih belum efektive di lima daerah tersebut. Walaupun kebijakan earmarking tax terhadap pajak kendaraan bermotor ini dapat sangat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung jika berhasil peneraannya. Namun memang banyak kendala yang   tidak mampu dihindari dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala tersebut yaitu, sistem pembukuan dan pengawasan pelaksanaan yang belum optimal, juga nominal dana alokasi itu sendiri yang tidak dapat menutupi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Sehingga dana tersebut hanya bisa dijadikan sebagai jaminan untuk ketersediaan dana. Tindakan mendasar yang dapat dilakukan yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor dari berbagai faktor juga mengoptimalkan pengawasan.
B. Kajian Pustaka
1. Pengertian Administrasi
Administasi menurut Pasolong (2012:51) yaitu : “Pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional.” Dewi (2011:3) mengemukakan pendapat dalam bukunya Pengantar Ilmu Administrasi mengenai administrasi yaitu sebagai berikut :Administrasi dalam arti sempit, yaitu administrasi berasal dari kata Administrastie (bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan, meliputi kegiatan: menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan. Administrasi dalam arti luas, yaitu administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijelaskan kembali pengertian administrasi, yaitu seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.
· Administrasi Publik
	Pengertian Administrasi Publik menurut Henry (Mulyadi, 2015:34) : Administrasi publik adalah suatu kombinasi  yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat dan di perintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.
· Administrasi Pajak
Menurut Rahman, (2010:183), administrasi pajak adalah : Administrasi  Pajak  adalah  Penata  usahaan  dan  pelayanan  terhadap kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penata usahaan dan pelayanan tersebut dilakukan dikantor fiskus maupun dikantor Wajib Pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penata usahaan (clerical works) adalah pencatatan (recording), penggolongan (classifying), dan penyimpanan (filling).
Administrasi pajak dalam arti luas menurut Pohan (2017: 92-99), dapat dilihat sebagai berikut : 1). Sebagai Fungsi, Administrasi pajak sebagai fungsi meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, dimana fungsi tersebut juga merupakan fungsi manajemen.2). Sebagai Sistem, Administrasi pajak sebagai suatu sistem adalah seperangkat unsur yang saling berkaitan yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikankan suatu tugas tertentu. Yang dimaksud dengan seperangkat unsur dalam administrasi pajak adalah undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, orang-orang atau para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), gedung, peralatan, mesin, masyarakat wajib pajak, yang apabila melakukan fungsi masing-masing secara bersamasama akan mencapai tujuan bersama yakni pemasukan pajak ke kas negara.
1 Sebagai Lembaga
Administrasi pajak dapat dilihat sebagai suatu lembaga (instansi atau badan dan orang-orang pejabat/pegawai) dibatasi hanya pada Direktorat Jenderal Pajak yaitu sebagai salah satu Direktorat Jenderal Pajak pada Departemen Keuangan Republik Indonesia,yang terwujud pada adanya kantor-kantor diantaranya, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Pusat pegolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Kantor  Wilayah Wajib Pajak	Besar 	dan Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Khusus, dan Madya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
Dapat disimpulkan bahwa administrasi pajak adalah suatu fungsi atau sebuah penatausahaan dalam menjalankan kewajiban dan hak.
2. Teori Dasar Perpajakan
· Pengertian Pajak
Menurut Mardiasmo (2016: 26) menjelaskan bahwa : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan  menurut  Supramono  dan  Theresia  (2010:2), “Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi)	yang	langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.”
· Asas Pemungutan Pajak
Menurut Smith dalam bukunya “An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal The Four Maxims", dalam Pohan (2017:18-19), asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
1) Asas Equality/Equity,  Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi/subjek pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (ability to pay) pajak tersebut dan juga seimbang dengan manfaat/penghasilan yang diterima atau dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.
2) Asas Certainty, Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, yang dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat dan pasti tidak dapat ditawar-tawar atau dimulur-mulur. Kepastian tersebut berarti:
a) Harus  pasti-pasti,  siapa-siapa  yang  harus  dikenakan pajak (Subjek Pajak)
b) Harus pasti, apa yang menjadi dasar  untuk mengemukakan pajak kepada  subjek  pajak  (Objek Pajak)
c) Harus pasti berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif pajak (Tarif Pajak)
d) Harus pasti, bagaimana jumlah pajak yang  terutang tersebut harus dibayar (Prosedur Pajak)
3) Asas Convenience, dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang menyenangkan/ memudahkan Wajib Pajak. 
4) Asas Economy, dalam melaksanakan pemungutan pajak, biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban   pajak   (Compliance   Cost).   Bagi  Wajib Pajak hendaklah sehemat mungkin jangan  sampai biaya-biaya memungut pajak lebih besar daripada pajak yang dipungut.
· Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak didalamnya membahas tentang cara yang digunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menentukan jumlah pajak terutang. Menurut Mardiasmo (2008:7-8), sistem pemungutan pajak terdiri  dari tiga sistem, yaitu sebagai berikut :
1) Official Assessment System, adalah  suatu  sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
	Ciri-cirinya :
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
b) Wajib Pajak bersifat pasif.
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2) Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3) With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (Bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
· Fungsi Pajak
Menurut  Putra  (2017:12)  mengatakan  bahwa  terdapat beberapa fungsi pajak, yaitu sebagai berikut :
1) Fungsi Anggaran (Budgetair), Fungsi Budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi 2efici (fiskal function), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama  karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Disini pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar.
2) Sebagai Alat Pengatur (Regulerend)
Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor komoditas tertentu.
3. Pajak Daerah
· Pengertian Pajak Daerah
Siahaan (2010: 10) memaparkan bahwa : Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
· Macam Pajak Daerah
Anggaran (2017:115), jenis Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,Pajak Air Permukaan,Pajak Rokok. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : Pajak Hotel,Pajak Restoran,Pajak Hiburan,Pajak Reklame,Pajak Penerangan Jalan,Pajak mineral bukan logam dan batuan,Pajak Parkir,Pajak air tanah,Pajak sarang burung wallet,Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
· Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah
Menurut Damas (2017:101-102) dalam bukunya Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yaitu bahwa hasil penerimaan pajak provinsi sebagian   diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
4. Pajak Kendaraan Bermotor
· Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut  Damas  (2017:118),  Pajak  Kendaraan  Bermotor yaitu :
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
· Objek Pajak Kendaraan Bermotor
	Abuyamin (2016:454) menjelaskan mengenai Objek Pajak Kendaraan Bermotor, antara lain :
1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang di operasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang di operasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 (lima Gross Tonnage)
3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a) Kereta Api
b) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
c) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
d) Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009)
· Subyek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Abuyamin (2016:455), menjelaskan bahwa :
1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor
3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. (Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009).
· Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
Damas  (2017:122-123)  menyebutkan  Dasar  Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebagai berikut :
Dasar  Pengenaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Menurut Siahaan (2010:183) dalam Damas (2017:123), sumber data yang akurat dapat diperoleh dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan asosiasi penjual kendaraan bermotor.
Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut ini :
a) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
b) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas,listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
c) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
· Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
Damas (2017:124-125), menjelaskan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI. Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Adapun Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
· Prosedur	Penyetoran	dan	Pelaporan	Pajak	Kendaraan Bermotor
1) Penyetoran atau Pembayaran
a) Wajib pajak menyetor uang PKB di loket bank sesuai dengan besaran yang tertera pada slip hasil penetapan.
b) Petugas bank membubuhkan stempel bukti pelunasan pada slip penetapan selanjutnya diserahkan kembali pada wajib pajak.
2) Sistem dan Prosedur Pelaporan PKB dan BBNKB
a) Wajib pajak menyerahkan slip bukti pelunasan kepada petugas pencetak SKPD atau notice pajak.
b) Petugas pencetak mencetak SKPD atau notice pajak selanjutnya diajukan kepada kepala seksi penetapan untuk membubuhkan paraf pengesahan dan dikembalikan pada petugas pencetak kemudian diserahkan kepada bendahara penerima pembantu.
c) Bendahara penerima pembantu bertanggung jawab mendistribusikan SKPD atau notice pajak pada: tindasan pertama (SKPD Asli) kepada petugas penyerahan. Tindasan SKPD kedua untuk bendahara penerima pembantu untuk dibuat laporan. Tindasan SKPD ketiga diteruskan pada petugas PT. Jasa Raharja untuk arsip. Tindasan SKPD keempat untuk diberikan pada Kepala Seksi Pajak, Doleansi, Retribusi dan PPL untuk arsip. Tindasan SKPD kelima untuk diserahkan pada Kepala Bidang Pajak di Bapenda Banten untuk arsip.
d) Petugas penyerahan menyerahkan SKPD asli (tindasan SKPD pertama) kepada wajib pajak dengan mencatat pada buku penyerahan yang ditandatangani oleh wajib pajak.
e) Apabila SKPD atau notice pajak hilang dan akan dibuat duplikat, wajib pajak harus mengikuti mekanisme pengurusan PKB dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian SPPKB lama dan fotokopi arsip SKPD atau notice pajak terakhir yang disahkan dengan paraf kepala seksi penetapan dan penerimaan PKB.
f) Bendahara penerima pembantu mencatat dan merekapitulasi setiap penerimaan PKB sesuai jumlah yang tertera pada SKPD pada buku kas pembantu dan membuat/mengisi STS (Surat tanda setor), bukti setoran, dan buku penyetoran bank.
g) Bendahara penerima pembantu menyampaikan laporan realisasi penerimaan harian dan laporan pertanggung- jawaban bulanan secara fungsional pada bendahara penerima dan secara administratif pada kepala UPTD selaku pengguna anggaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selaku PPKD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
5. Pengalokasian Anggaran	(Earmarking	Tax)d dan	Asas Kemanfaatan (Benefit Principle)
· Pengalokasian Anggaran (Earmarking Tax)
Earmarking merupakan praktik penganggaran yang didedikasikan oleh pajak umum atau penerimaan lainnya untuk program atau tujuan tertentu. Praktik ini biasanya melibatkan pendepositoan pajak atau pendapatan lain ke dalam sebuah rekening khusus dimana pihak berwenang akan menggunakan uang tersebut untuk tujuan yang ditetapkan. Earmarking dibagi menjadi dua, yaitu earmarks penuh (full earmarks) dan earmarks sebagian (persial earmarks). Full earmarks memperuntukkan seluruh pendapatan dari sumber penerimaan ditujukkan untuk program yang bersangkutan, sementara parsial earmarks memberikan celah pengalokasian hasil penerimaan dari sumber yang bersangkutan untuk sektor atau pengeluaran lain. (Michael, 2008: 1-2).
Menurut Damas (2017:118-119) dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa :”Earmarking yaitu suatu kewajiban pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat”.
Earmarking dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government. Lalu menurut Buchanan (1963:457-469) dalam Journal of Political Economy menjelaskan bahwa “Earmarking Tax didefinisikan sebagai praktek penetapan mendedikasikan pendapatan tertentu untuk mendanai layanan publik yang spesifik”.
· Asas Kemanfaatan (Benefit Principle)
Musgrave dan Musgrave dalam bukunya yang berjudul Public Finance in Theory and Practice (1989:61-94) yang dikutip oleh Pohan (2017:19), mengemukakan dua pendekatan yang merupakan dasar bagi fiskus untuk memungut pajak, yaitu :
1) Benefit Principle (disebut juga Revenue dan Expenditure Approach) yaitu :
a) Prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh Wajib Pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah. Misalnya retribusi seperti pemakai jalan tol, pemakai telkom, listrik dan air minum, pemadam kebakaran.
b) Pendekatan manfaat hanya dapat diterapkan atas kegiatan pemerintah di bidang public utilities, namun tidak dapat diterapkan untuk jasa pertahanan dan jasa keamanan serta kegiatan pemerintah lainnya yang manfaatnya sulit ditentukan untuk Wajib Pajak tertentu.
2) Prinsip Ability to Pay Principle
Prinsip ini disebut sebagai prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasar atas daya pikul Wajib Pajak. Si Wajib Pajak akan dikenai beban pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak.
a) Wajib Pajak yang memiliki kemampuan yang sama akan dikenai pajak yang sama bebannya (Hsorizontal Equity)
b) Wajib Pajak yang memiliki kemampuan yang berbeda akan dikenai pajak yang berbeda (Vertical Equity). Prinsip ini menghendaki struktur pajak progresif. Bila jumlah penghasilan seorang Wajib Pajak lebih besar, dia harus membayar pajak lebih besar dengan menerapkan tarif pajak yang presentasenya lebih besar.
c) Waktu yang panjang untuk penundaan pembayaran dan pengembalian SPT Tahunan (The Requirement of convenience).
Penerapan Prinsip Manfaat (Benefit Prinsiple)
Menurut sistem manfaat, setiap Wajib Pajak akan dibebani pajak sesuai dengan permintaannya terhadap jasa- jasa publik. Karena setiap orang mempunyai preferensi terhadap jasa publik yang berbeda-beda, maka tidak ada rumusan umum yang berlaku untuk semua orang. Setiap Wajip Pajak akan dikenakan pajak sesuai dengan hasil evaluasi terhadap masing-masing Wajib Pajak tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa pola yang dapat kita kenali. Telah kita ketahui bahwa jenis barang-barang pribadi yang dibeli akan bervariasi sesuai dengan tingka pendapatan setiap rumah tangga. Pola yang sama juga diharapkan berlaku untuk barang-barang social, jadi formula pajak yang tepat tergantung pada pola preferensi masyarakat. Lebih tepat lagi, formula ini tergantung pada elastisitas pendapatan dan elastisitas harga terhadap permintaan barang sosial. Jika elastisitas pendapatan tinggi, jumlah pajak yang berlaku akan meningkat dengan cepat sesuai dengan pertambahan pendapatan. Sebaliknya jika elastisitas harga yang tinggi maka kenaikan jumlah pajak akan lebih kecil.
6. Efektivitas
Efektivitas menurut Steers (1984:1) yaitu, “Efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.” Menurut Mardiasmo (2016:202), yaitu “Efektivitas merupakan kontribusi output terhadap pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam pencapaian tujuan program”.
Menurut Abdurahmat (2008:7), “Ukuran Efektivitas dapat dilihat dari kualitas, kuantitas dan waktu, ”Kualitas Efektivitas dapat dilihat dari kriteria produktivitas (suatu kemampuan dari suatu kegiatan terkait dengan administrasi perpajakan), efisiensi (penggunaan sumber daya terkait dengan administrasi perpajakan), fleksibilitas (kemudahan dalam proses administrasi perpajakan maupun perolehan informasi), keunggulan, kepuasan dan pengembangan (suatu usaha untuk meningkatkan perbaikan dalam perpajakan). Kuantitas ialah suatu nilai yang dapat dihitung secara pasti dan waktu efektifitas adalah target dalam batas yang sudah ditentukan”.
7. Pengawasan
Menurut Stoner/ Wenkel, 1986: 242) yang dikutip oleh Pohan (2017: 95) mengemukakan bahwa “Pengawasan/pengendalian adalah proses yang sangat vital melalui mana pemimpin menjamin bahwa aktivitas yang aktual sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan.” Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan/pengendalian tersebut, pemeriksaan perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memonitor pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai sekaligus mengevaluasi hasilnya sehingga koreksi/pembetulan bisa dilakukan sedini mungkin. Sedangkan pemeriksaan disini diartikan sebagai serangkaian kegiatan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 Undang-Undang KUPN28/2007).
C. Kerangka Konseptual
Menurut Buchanan (1963:457-469) dalam Journal of Political Economy menjelaskan bahwa “Earmarking Tax didefinisikan sebagai praktek penetapan mendedikasikan pendapatan tertentu untuk mendanai layanan publik yang spesifik”. Teori ini berkaitan erat dengan teori dari Musgrave dan Musgrave dalam bukunya yang berjudul Public Finance In Theory and Practice (1989:61-94) yang dikutip oleh Pohan (2017:19) tentang asas kemanfaatan (Benefit Principle), dalam hal ini yaitu terkait pada bidang pemeliharaan jalan.
Dengan demikian, Indikator yang terkait dengan pelaksanaan earmarking tax atas Pajak Kendaraan Bermotor yang ditinjau dari asas kemanfaatan (benefit principle) sebagai upaya pemeliharaan jalan, yakni :
1. Alokasi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam asas kemanfaatan (Benefit  Principle)  untuk  mendanai  pemeliharaan jalan.
· Pendapatan tertentu,  Subjek Pajak Kendaraan Bermotor, Objek Pajak Kendaraan Bermoto, Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.
Dalam pelaksanaannya masih banyak entitas-entitas penghambat atas kebijakan earmarking tax tersebut. Alokasi earmarking tax ini juga diharapkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, karena banyak manfaat yang dihasilkan dari kebijakan earmarking atas pajak kendaraan bermotor ini yang diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan daerah untuk membantu pelayanan publik.
BAB III METODE PENELITIAN
A. Pendekataan Dan Jenis Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Meleong dalam buku Herdiyansyah (2010:9), menerangkan bahwa “Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti”.
Penelitian deskriptif menurut Sofar dan Widiyono (2013:19), Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar-fenomena yang diteliti, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh- pengaruh dari suatu fenomena, atau untuk menentukan frekuensi distribusi suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditunjukkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan  pembahasan  hasil  penelitian.  Dalam  penelitian  kualitatif peneliti memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.
Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Banten dalam menerapkan earmarking tax pada Pajak Kendaraan Bermotor sebagai upaya peningkatan pemeliharaan pelayanan publik yang mengacu pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Jenis Penelitian menurut Neuman (2011: 26-53) yang penulis gunakan dalam meneliti yaitu :
a. Penelitian Terapan (Applied Research), Penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, efektif, dan efisiensi.
b. Tujuan Penelitian Deskriptif (Purposive of Research Describe), Penelitian yang dilakukan dengan memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta – fakta, hubungan antar fenomena yang diteliti dengan menjelaskan secara jelas dan rinci.
c. Penelitian Kasus (Cases Study), Penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fenomena yang dilakukan secara terinci, mendalam terhadap suatu objek, atau terhadap gejala tertentu.
d. Penampang Silang (Cross Sectional), Penelitian yang dilakukan peneliti dilihat dari segi waktu yaitu dilakukan dalam beberapa bulan dalam satu tahun.
e. Pendekatan Kualitatif
Penelitian yang dilakukan dengan menganalisa data–data bersifat induktif berdasarkan fakta – fakta, kemudian menjadi hipotesa atau teori. Pendekatan kualitatif terdiri dari: lapangan, etnografi, dan observasi partisipasi
B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian adalah uraian detail penulis terhadap konsep yang akan diteliti yang berisikan ukuran atau parameter dari konsep yang menjadi dasar dalam penulisan wawancara, observasi dan dokumen yang digunakan. Penelitian ini memfokuskan pada :
1. Indikator Earmarking tax yang terdiri dari :
a. Alokasi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam asas kemanfaatan (Benefit Principle) untuk mendanai pemeliharaan jalan.
b. Pendapatan tertentu :
1) Subyek Pajak Kendaraan Bermotor
2) Obyek Pajak Kendaraan Bermotor
3) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
2. Entitas penghambat yang mempengaruhi penerapan earmarking tax atas Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari asas kemanfaatan (Benefit Principle) pada pemeliharaan jalan di Provinsi Banten Tahun 2015-2017.
3. Upaya Peningkatan Penerapan Earmarking Tax atas Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari asas kemanfaatan (Benefit Principle) pada pemeliharaan jalan di Provinsi Banten Tahun 2015-2017.
C. Teknik Pengumpulan Data
	Dalam penelitian kualitatif yang Peneliti lakukan ini, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan (participant observation), wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi. Catherine Marshall Gretchen B. Rossman dalam Moleong (2016:63) menyatakan bahwa “The fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document riview”. Menurut Sugiono (2010:63), secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/gabungan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi, Pada metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang diselidiki. Observasi dalam penelitian kualitatif lebih baik dilakukan secara langsung, yang oleh Spradley dalam Mukhtar (2013:100) dikenal dengan “participant observation”. Hal ini dilakukan untuk menjaga orisinilitas dan akuransi data yang diperoleh di lapangan.
2. Wawancara, Esterberg dalam Sugiyono (2010:72) mendefinisikan interview sebagai berikut : ”a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and join construction of meaning about a particular topic. (Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.). Dalam pendekatan kualitatif, peneliti dengan menggunakan instrumen Pedoman Wawancara yang memberi kesempatan kepada informan untuk menjawab pertanyaan lebih luas dan bebas. Faktor subjektivitas peneliti dan informan tidak dibatasi. Bahkan disebutkan, peneliti “menyebur” ke dalam masyarakat informan. Dengan demikian teknik pengumpulan data dengan wawancara bertujuan untuk mendapatkan data atau materi yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini dari pihak-pihak yang berkompeten.
3. Dokumentasi, Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mengumpulkan dan mempelajari data serta informasi yang diperoleh dari laporan dan dokumen, penelitian-penelitian terdahulu mengenai buku–buku atau tulisan ilmiah para ahli/peneliti, massmedia, Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Direktur Jenderal Pajak, jurnal nasional/internasional terakreditasi, dan sumber literatur lainnya yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam penulisan penelitian.
4. Triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan diri dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti mengumpulkandata sekaligus menguji kredibilitas data, mengecek   kredibilitas   data   dengan   berbagai   teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam hubungan ini, Neuman (2011:149), menyatakan bahwa : Surveyors and sailors measure distance between objects by making observations from multiple positions. By observing something from different angles or viewpoints, they get a fix on its true location. This process called triangulation, is used also by quantitative and qualitative social researchs. Applied to social research it means it better to look at something from several angels than to look at in only one way.
	Menurut Sugiyono (2010:83) bahwa: “tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman terhadap apa yang telah ditemukan.”
D. Teknik Analisis Data
	Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh di lapangan serta bahan-bahan lain yang telah dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan. Relevan dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang telah terkumpul berupa kata-kata dari berbagai sumber dianalisis secara intensif. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh dilapangan berupa kata-kata. Adapun langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisis data sesuai dengan pendapat yang dikembangkan oleh Miles and Huberman (Sugiyono, 2010:91) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat  pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.
a. Data Reduction (Reduksi Data), data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya.  Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
b. Data Display (Penyajian Data), setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagon, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “the most firequent from of display data for qualitative research data ini the past has been narrative text”. Yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan text yang bersifat naratif. Dengan men-displaykan data, maka akan mempermudahkan untuk   memahami   apa   yang   terjadi,   merencanakan   kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. “Looking at display help us to understand what is happening and to do some thing-futher analysis or caution on that understanding.”
c. Conclusion Drawing/Verification, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Hubermen adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahan awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangann mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
Bab IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang.
2. Visi dan Misi
a. Visi, Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah.
b. Misi
1) Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja;
2) Meningkatnya Kualitas Perencanaandan	Penganggaran pembangunan Daerah;
3) Meningkatnya	Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan.
3. Struktur Organisasi

Gambar IV.1 Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

[image: ]
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

4. Tugas Pokok dan Fungsi
a. Tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
b. Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
3) Pemantauan, evaluasi  dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
	Mengacu pada RPJMD	Provinsi Banten	Tahun 2017-2022, Bappeda Provinsi Banten melaksanakan :
1) Urusan  Wajib  Bukan  Pelayanan  Dasar  Statistik,  dengan Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah;
2) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang : Perencanaan, dengan program :
a) Program Tata Kelola Pemerintahan;
b) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
c) Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi;
d) Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan;
e) Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
f) Penelitian dan Pengembangan, dengan Program Penelitian dan pengembangan.
B. Hasil Penelitian
1. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Banten Tahun 2015-2017
	No
	Jenis Pajak
	Target
	Realisasi
	%

	A
	Pendapatan
Pajak Daerah
	
4.791.791.467.000
	
4.686.574.137.486
	
97,80

	1
	PKB
	1.624.948.077.000
	1.636.736.421.450
	100,73

	2
	BBNKB
	1.721.520.500.000
	1.731.780.459.500
	100,60

	3
	PBBKB
	825.322.890.000
	817.308.241.621
	99,03

	4
	Air Permukaan
	30.000.000.000
	30.090.153.876
	100,30

	5
	Pajak Rokok
	590.000.000.000
	470.658.861.039
	79,77


Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten (diolah Penulis)
2. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016
	No
	Jenis Pajak
	Target
	Realisasi
	%

	A
	Pendapatan
Pajak Daerah
	
5.106.646.800.000
	
5.215.140.686.124
	
102,12

	1
	PKB
	1.875.756.000.000
	1.869.287.898.081
	99,66

	2
	BBNKB
	1.879.369.000.000
	1.927.891.273.000
	102,58

	3
	PBBKB
	711.021.800.000
	746.200.636.705
	104,95

	4
	Air Permukaan
	30.500.000.000
	32.947.649.886
	108,03

	5
	Pajak Rokok
	610.000.000.000
	638.813.228.452
	104,72













Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten (diolah Penulis)
3. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017

	No
	Jenis Pajak
	Target
	Realisasi
	%

	A
	Pendapatan
Pajak Daerah
	
5.505.571.000.000
	
5.487.216.587.508
	
99,58

	1
	PKB
	2.051.000.000.000
	2.115.768.719.700
	103,16

	2
	BBNKB
	1.959.166.000.000
	1.969.752.930.203
	100,54

	3
	PBBKB
	746.200.000.000
	785.870.170.379
	105,32

	4
	Air Permukaan
	33.538.000.000
	34.485.123.339
	102,82

	5
	Pajak Rokok
	715.667.000.000
	581.339.643.887
	81,23












Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten (diolah Penulis)
Berdasarkan pada data diatas, penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten menunjukkan bahwa target pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.791.791.467.000 dengan realisasi 97,80% yaitu sejumlah Rp. 4.686.574.137.486. Pada tahun 2016 target meningkat menjadi Rp  5.106.646.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.215.140.686.124 dalam presentase 102,12%. Dan pada tahun 2017 target terus meningkat menjadi Rp 5.505.571.000.000 dan terealisasi sebesar 99,58% yaitu sebesar Rp 5.487.216.587.508, di tahun 2017 mengalami penurunan presentase sebesar 2,54% diakibatkan oleh kenaikan target.
a. Data bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2017
	
   Tahun
	Realisasi
Pendapatan PKB
	Provinsi
(70%)
	Kab./Kota
(30%)

	2015
	1.636.736.421.450
	1.145.715.495.015
	491.020.926.435

	2016
	1.869.287.898.081
	1.308.501.528.657
	560.786.369.424

	2017
	2.115.768.719.700
	1.481.038.103.790
	634.730.615.910

	Total
	5.621.793.039.231
	3.935.255.127.462
	1.686.537.911.769


Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten (diolah Penulis)

	Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa bagi hasil pajak Kendaraan Bermotor untuk Provinsi sebesar 70% dari realisasi penerimaan PKB atau sebesar Rp. 1.145.715.495.015 di Tahun 2015 dari penerimaan PKB sebesar 1.636.736.421.450, lalu sebesar Rp. 1.308.501.528.657 dari Penerimaan PKB sebesar Rp. 1.869.287.898.081 di Tahun 2016, kemudian sebesar 1.481.038.103.790 dari Penerimaan PKB sebesar Rp. 2.115.768.719.700 di Tahun 2017 dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 30% dari realisasi Penerimaan PKB atau sebesar Rp. 1.686.537.911.769 dari total Tahun 2015-2017 dari total penerimaan PKB Tahun 2015-2017 sebesar Rp. 5.621.793.039.231.
Dalam kaitannya dengan konsep earmarking tax, maka untuk melihat nilai minimum yang seharusnya dialokasikan akan dikalikan dengan 10% :
2015 : 10% x Rp. 1.145.715.495.015  = Rp. 114.571.549.502
2016 : 10% x Rp. 1.308.501.528.657  = Rp. 130.850.152.866
2017 : 10% x Rp. 1.481.038.103.790  = Rp. 148.103.810.379
	Besaran alokasi sebesar Rp. 114.571.549.502 di Tahun 2015, sebesar Rp. 130.850.152.866 di Tahun 2016 dan sebesar Rp. 148.103.810.379 di Tahun 2017 tersebut diatas merupakan nilai minimum yang menjadi patokan untuk dialokasikan dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi, sehingga anggaran untuk belanja dalam hal pembangunan sarana transportasi harus bernilai minimal tersebut diatas atau lebih.
b. Data  Pengeluaran  untuk  Belanja  Pengadaan,  Pemeliharaan dan Rehabilitas Jalan Provinsi Banten Tahun 2015-2017
	Belanja
Langsung (Tahun)
	
Anggaran (Rp)
	Realisasi

	
	
	Rp
	%

	2015
	1.403.076.197.050
	1.108.777.336.561
	79,02

	2016
	854.308.872.310
	777.672.969.532
	91,03

	2017
	1.001.502.114.684
	903.231.494.623
	90,19


Sumber : Bappeda Provinsi Banten (diolah Penulis)
Tabel IV.7 menunjukan jumlah anggaran dan realisasi untuk program pembangunan infrastruktur jalan di tahun 2015-2017. Dan terlihat bahwa jumlah pengeluaran atau realisasi untuk belanja langsung dalam peningkatan sarana prasarana jalan di Provinsi Banten pada Tahun 2015 yaitu sebesar                           Rp. 1.108.777.336.561, pada Tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 777.672.969.532, dan pada Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 903.231.494.623.
c. Data	Target	dan	Realisasi	Rincian	Program/Kegiatan  Pemeliharaan Jalan Tahun 2015-2017


	
No
	
Program/Kegiatan
	Target
(Rp)
	Realisasi
Rp.

	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Tahun 2015
	
72.672.313.600
	
72.205.009.850

	1
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang
	
16.582.235.000
	
16.436.486.900

	2
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Serang dan Cilegon
	
22.214.455.000
	
22.026.725.900

	3
	Pemeliharaan	Jalan	dan Jembatan   Provinsi   Wilayah
Pandeglang
	
18.748.917.800
	
18.629.767.650

	4
	Pemeliharaan	Jalan	dan Jembatan   Provinsi   Wilayah
Lebak
	
15.126.705.800
	
15.112.029.400

	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Tahun 2016
	
100.240.949.800
	
99.514.598.575

	5
	Pemeliharaan	Jalan	dan Jembatan   Provinsi   Wilayah
Lebak
	
27.772.940.400
	
27.735.833.250
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	Pemeliharaan	Jalan	dan Jembatan   Provinsi   Wilayah
Pandeglang
	
21.063.290.000
	
20.817.348.725

	7
	Pemeliharaan	Jalan	dan Jembatan   Provinsi   Wilayah
Serang dan Cilegon
	
28.519.320.000
	
28.434.698.050

	8
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tangaerang
	
22.885.399.400
	
22.526.718.550

	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Tahun 2017
	
109.207.841.850
	
101.886.323.066

	9
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Lebak
	
27.360.433.050
	
27.240.360.866

	10
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pandeglang
	
19.887.693.500
	
17.875.163.800

	11
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Serang dan Cilegon
	
30.380.661.300
	
26.837.153.300

	12
	Pemeliharaan	Jalan	dan Jembatan   Provinsi   Wilayah
Tangerang
	
31.579.054.000
	
29.933.645.100
























Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (diolah Penulis)
Berdasarkan data diatas, pada Tahun 2015 anggaran untuk pemeliharaan jalan yaitu sebesar Rp.  72.672.313.600 dan terrealisasi sebesar Rp. 72.205.009.850 atau 99,36%. Lalu di Tahun 2016, anggaran untuk pemeliharaan jalan sebesar Rp. 100.240.949.800 dan terrealisasi sebesar Rp. 99.514.598.575 atau 99,28%. Dan di Tahun 2017, anggaran untuk pemeliharaan jalan sebesar Rp. 109.207.841.850 dan terrealisasi sebesar Rp. 101.886.323.066 atau 93,30%. Terdapat 4 jalan Provinsi atau Wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu Lebak, Pandeglang, Tangerang dan Serang dan Cilegon.
C. Pembahasan
Hasil wawancara dengan Fiskus (Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum), Akademisi (Dosen Institut STIAMI), dan Wajib Pajak (Masyarakat / Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).
1. Analisis Penerapan Earmarking Tax atas Pajak Kendaraan Bermotor dalam asas kemanfaatan (Benefit Principle) untuk mendanai pemeliharaan jalan Provinsi Banten Tahun 2015- 2017.
Dalam mengevaluasi Earmarking Tax atas Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari Asas Kemanfaatan (Benefit Principle) untuk mendanai pemeliharaan jalan Provinsi Banten Tahun 2015-2017 peneliti mengkajinya dengan model konseptual dari Buchanan dan Musgrave dan Musgrave, dimana terdapat indikator earmarking tax atas Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu : Alokasi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam asas kemanfaatan (Benefit Principle) untuk mendanai pemeliharaan jalan, lalu pendapatan tertentu yang terdiri dari : Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, Subjek Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor yang Penulis dideskripsikan sebagai berikut :
a. Alokasi hasil penerimaan Pajak Kendaraan  Bermotor dalam asas kemanfaatan (Benefit Principle) untuk mendanai pemeliharaan jalan.
Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan adanya persamaan pendapat antara Informan 1, Informan 2 dan Informan 3 yaitu bahwa pendanaan pembangunan bersumber dari Pendapatan Daerah yang terdiri dari 3 unsur :
1) Pendapatan Pajak Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah)
2) Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil)
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Hibah)
	Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh UPT Bapenda masing-masing Daerah dan dihimpun dananya oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Dana pungutan yang dihimpun kemudian akan dibagi hasilkan berdasarkan ketentuan, untuk kas Provinsi yaitu sebesar 70% dan Kabupaten/Kota sebesar 30%. Dana Pajak Kendaraan Bermotor masuk dalam kas Daerah bersamaan dengan jenis pendapatan lainnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah yang kemudian Pengelolaannya	oleh	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
Keberadaan besaran minimal 10% dari Pajak Kendaraan Bermotor yang diatur juga dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 dijadikan sebagai jaminan ketersediaan dana untuk peningkatan sarana dan prasarana. Dalam hal ini menurut informan 3, untuk kelompok belanja modal, di Provinsi Banten tinggi sekali untuk alokasi jalannya. Kalau Realisasinya jelas bisa dilihat bahwa tahun 2015 saja ini di murni saja untuk pembangunan jalan itu ada kurang lebih 1 Triliun, sedangkan APBD kita tidak sampai 1 Triliun. Oleh karena itu, menurut Informan 2, bahwa untuk minimal 10% sudah terlampaui dari peruntukan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten.
Melalui hasil penelitian diatas, ditunjukkan jumlah realisasi penerimaan dan bagi hasil pajak kendaraan bermotor serta jumlah belanja dalam peningkatan jalan di Provinsi Banten pada tahun 2015-2017. Maka dapat dilihat kaitannya dengan kebijakan earmarking tax yang dirangkumkan kedalam tabel berikut ini:
Tabel IV.10
Penerimaan PKB dan belanja untuk sarana prasarana jalan Provinsi Banten Tahun 2015-2017
	
Tahun
	Penerimaan PKB
secara keseluruhan
	Bagi Hasil
Provinsi 70%
	Earmarking Tax
minimal 10%
	Pengeluaran untuk
sarana dan prasarana

	2015
	1.636.736.421.450
	1.145.715.495.015
	114.571.549.502
	1.108.777.336.561

	2016
	1.869.287.898.081
	1.308.501.528.657
	130.850.152.866
	777.672.969.532

	2017
	2.115.768.719.700
	1.481.038.103.790
	148.103.810.379
	903.231.494.623


 (
109
)

Tabel IV.10 menunjukan gambaran perbandingan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah dibagihasilkan bersama besaran alokasi dana sebesar 10% dengan jumlah pengeluaran untuk belanja modal infrastruktur jalan, jumlah dana alokasi (earmarking tax) pada tahun 2015 adalah senilai Rp. 114.571.549.502, pada tahun 2016 adalah senilai Rp. 130.850.152.866, dan pada tahun 2017 senilai Rp. 148.103.810.379 sedangkan jumlah untuk belanja modal pembangunan dan pemeliharaan jalan adalah senilai Rp. 1.108.777.336.561 di Tahun 2015, senilai Rp. 777.672.969.532 di Tahun 2016, dan senilai Rp. 903.231.494.623 di Tahun 2017. Dengan demikian terlihat bahwa jumlah dana alokasi untuk belanja modal infrastruktur jalan mencapai 96,78% di Tahun 2015, 59,44% di Tahun 2016, dan 60,99% di Tahun 2017. Hal ini mengartikan bahwa besaran alokasi dana Pajak Kendaraan Bermotor lebih dari 10% untuk pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
b. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot Kendaraan Bermotor, dan DPPKB dihitung berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diatur oleh Peraturan Menteri dalam Negeri yang dikeluarkan setiap Tahun .
c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
	Berdasarkan hasil wawancara, menyatakan bahwa Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 1 Tahun 2011
d. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor
Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bemotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 1 Tahun 2011.
2. Entitas penghambat yang mempengaruhi penerapan earmarking tax atas Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari asas kemanfaatan (Benefit Principle) pada pemeliharaan jalan di Provinsi Banten Tahun 2015-2017.
Menurut hasil wawancara yang dilakukan Peneliti di beberapa instansi dan narasumber, maka dapat ditemukan beberapa kendala dalam penerapan kebijakan earmarking tax terhadap Pajak Kendaraan Bermotor ini, yaitu pertama pada Fokus pembangunan yang belum terencana dengan baik, kedua semua pendapatan termasuk PAD masuk menjadi satu ke kas daerah lalu dikelola ke dalam APBD dan tidak ada alokasi khusus untuk pembiayaan tertentu yang dibagi-bagikan, dan ketiga sistem penerapan earmarking tax atau SOP nya yang masih belum jelas.
3. Entitas pendorong yang mempengaruhi earmarking tax atas Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari asas kemanfaatan (Benefit Principle) pada pemeliharaan jalan di Provinsi Banten Tahun 2015-2017.
	Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan Pemerintah atas kendala yang dihadapi yaitu Gubernur menerapkan Program Prioritas, yang mana pendanaan difokuskan terlebih dahulu untuk 3 sektor yaitu Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan. Adanya prioritas, menurut Informan 3, karena sumber uangnya terbatas, sehingga Pemerintah berusaha untuk lebih mengefisienkan dana yang ada. Selain itu, Gubernur Provinsi Banten juga menginginkan peningkatan tata kelola menjadi lebih baik, dan saat ini sistem perencanaan yang terintegerasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan dan penatausahaan dimulai tahun 2018 dan leading sectornya ada di Bappeda Provinsi Banten.

[bookmark: 15_BAB_5]BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Penerapan earmarking tax atas Pajak Kendaraan Bermotor sebesar minimal 10% untuk pemeliharaan jalan di Provinsi Banten berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Daerah Provinsi No. 1 Tahun 2011 belum dapat diterapkan sepenuhnya untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten belum memiliki sistem pembukuan dalam hal pembagian atau pengalokasian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk pengeluaran tertentu, sehingga pengalokasian dana pajak tersebut untuk pembangunaan dan pemeliharaan jalan tidak terlihat dengan jelas. Selain itu, karena kebutuhan belanja untuk sarana infrastruktur jalan sangat tinggi, dan kebutuhan dari sektor lain juga perlu diperhatikan,        maka        Pemerintah        Provinsi        Bantenmengupayakannya dengan Program Prioritas Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan, dimana ketiga sektor ini difokuskan dalam pendanaannya.
2. Entitas penghambat penerapan earmarking tax atas Pajak Kendaraan Bermotor pada pemeliharaan jalan di Provinsi Banten yaitu kurang efektif dalam menentukan besaran alokasi atas Pajak Kendaraan Bermotor karena semua penerimaan Pajak Daerah dimasukkan ke dalam satu Rekening Daerah sehingga sulit mengidentifikasi kalau itu benar-benar dari Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Entitas pendorong dalam penerapan earmarking tax atas Pajak Kendaraan Bermotor pada pemeliharaan jalan di Provinsi Banten yaitu dengan adanya Program Prioritas untuk 3 sektor yaitu infrastruktur, pendidikan dan kesehatan agar dana yang ada, mampu digunakan dengan adil dan maksimal. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Banten juga terus melakukan peningkatan sistem tata kelola yang lebih baik.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Peneliti memberikan saran sebagai berikut 
1. Perlu adanya perbaikan sistem tata kelola yang signifikan agar penerapan earmarking tax dapat dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Kebijakan earmarking tax ini sangat bermanfaat untuk kegiatan yang didanai dimana pendanaannya sudah dipersiapkan dari awal, oleh karena itu akan lebih baik jika program ini dapat terlaksana dengan baik.
3. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah kepada pihak-pihak atau instansi-instansi yang berkaitan dengan kebijakan ini, mengingat kebijakan ini memerlukan persiapan sebelum diterapkan.
[bookmark: 16_daftar_pustaka]DAFTAR PUSTAKA
Buku
1. Abdurahmat.	2008.	Efektivitas	Organisasi	Edisi	Pertama.	Jakarta: Airlangga.
2. Abuyamin, Oyok. 2016. Perpajakan. Bandung: Mega Rancage Press. Anggara, Damas Dwi. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
3. Dewi, Irra Chisyanti. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
4. Halim,  Abdul.  2004.  Manajemen  Keuangan  Daerah  Yogyakarta  (UUP) AMP YKN
5. Herdiyansyah, Haris. 2010. Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial.
Jakarta: Salemba Humanika.
6.	Lubis, Irwansyah. 2010. Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum. Jakarta: Gramedia.
7.	Mahmudi.  2015.  Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik.  Yogyakarta:  UPP YKPN
8.	Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
9.	Mulyadi,  Deddy.  2015.  Studi  Kebijakan  Publik  dan  Pelayanan  Publik. Bandung: Alfabeta.

10.	Neuman, W. Lawrence. 2011. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. United States Of America: Allyn & Bacon.
11	Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit. Pasolong, 
12	Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
13	Pohan,  Chairil  Anwar.  2017.  Perpajakan  Indonesia  Teori  dan  Kasus.
14.	Jakarta: Mitra Wacana Media. 2017, Pengantar Perpajakan Jakarta Miitra 
____________________________
Wacana Media.
1. Putra,Indra Mahardika 2017. Perpajakan	Tax Amnesty.	Jakarta: Quadrant.
2. Rahman, Abdul. 2010.	Panduan Pelaksanaan Administrasi	Pajak. Bandung: Nuansa.
3. Siagian, Sondang P. 2008. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara. Siahaan,  4. 	Marihot  Pahala.  2010.  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Jakarta: Raja Gravindo Persada.
5.	Silaen,  Sofar  dan  Widiyono.  2013.  Metode  Penelitian  Sosial  Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: In Media.
6. Steers, Richard M. 1984. Efektivitas Organisasi, Seri Manajemen No. 47 Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
7. Sugiyono.  2016.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D. Bandung: Alfabeta.
8. Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: Andi.
9. Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie. 2018. Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah.Yogyakarta: Budi Utama.
___________________________
image1.png
KEPALA

KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM, EVALUAS UMUM DAN KEUANGAN
DAN PELAPORAN KEPEGAWAIAN
[ I I 1
BIDANG BIDAG BIDAN BDAG BIDANG
PEREKONOMIAN SOSIALDANPEMERINTA INFRASTRUKTURDANPEN | | PERENCANAMNDANPENGE | | PENELITIANDANPENGE
A GEMEANGAN WILAVAR NDALIAN PROGRAM MBANGAN
PEMBANGUWAN
T T T
, SUBBIDAYG TATA SUBBIDANG SUB BIDAYG
SUBBIDANG SUB BIDANG RUANG, PERENCANANDAPENG PENELITIANSOSIAL,
KETAHANAN KESEJAHTERAANSOS! worucanuroe | [ o ANGGARAN e,
PANGAN AL 'NERGISUMBERDAYA 'PEMBANGUNAN EKONOMIDAN
s s
‘SUB BIDANG KEUANGAY, SUB BIDANG SUBBIDANG ‘SUB BIDANG .. SUB BIDANG
INVESTASDANKETENAG SUMBERDAYAMANUS! pexsraeRasTRURT | || PENGENDALANDANEAL | ] INOVASIDANTERNOLO
AKERIAAN ADANKEBUDAYAAN URVILAYAH UASIPRUBANGURAY Gl
SUB BIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANG DUNIA SUBBIDANG SUB BDANG
UsAtA THTA KOMUNIKASIDANINFO | ' KemsASuAPENDANARN | DATADAN
DANEKONOMIKREATIF PEMERINTAHAN RUATIA FRUBNGUMY INFORMASI

UPT





